KEPALA DESA YOSOWILANGUN
KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DESA YOSOWILANGUN
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA YOSOWILANGUN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79
undang — undang nomor 6 tahun 2014 tentang
desa, pemerintah desa wajib menyusun rencana
kerja pemerintah desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. bahwa rencana kerja pemerintahan desa
memuat rencana prioritas program dan kegiatan
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan

masyarakat desa;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu
menetapkan peraturan desa tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerinta Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Sebagaimana Telah di ubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan

Pembangunan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun

2015 Tentang Pendampingan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 81
Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan

Desa dan Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Pengolahan Aset Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Indeks Desa Membangun;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Pembangunan Kawasan

Pedesaan;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan

Penegasan Batas Desa;

Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 47
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan

Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan

Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2017 Tentang Penataan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun
2017 tentang Pengembangan dan Penerapan
Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan

Sumber Daya Alam Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Musyawara Desa;



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Pedoman Umum Pendampingan

Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor3 Tahun
2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Usaha

Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender

Dalam Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Desa;

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa;



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017

Tentang Pembentukan Peraturan Di Desa;

Peraturan Daerah Nomor 03 Thun 2017 Tentang
Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Menuju Desa Mandiri;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7

Tahun 2021 Tentang Desa Wisata;

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa Kabupaten Gresik;

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Desa;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa
Yosowilangun Tahun 2022 Nomor 2 );



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN
Dan
KEPALA DESA YOSOWILANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN TAHUN

2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa Ini Yang Dimaksud Dengan :

Desa adalah Desa Yosowilangun
Pemerintah desa adalah Pemerintah Desa Yosowilangun

Kepala Desa adalah Kepala Desa Yosowilangun

> L=

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah BPD Desa Yosowilangun

5. Rencana Kerja Pemerintah desa yang selanjutnya disingkat RKP
Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk
periode 1 (satu) tahun ;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat

APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.



BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 2

RKP Desa Tahunan 2024 Merupakan dokumen Perencanaan
Pembangunan Desa Dalam Jangka Waktu 1 (satu) Tahun Yang
Dimulai Pada Tanggal 1 Januari 2024 dan Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024.

Pasal 3
(1) RKPDes Tahun 2024 Desa Yosowilangun disusun dengan
Sistematika Penyusunan Sebagai Berikut :
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Evaluasi RKPDes Tahun 2023
c. BABIII :Program Pembangunan Desa
d. BABIV : Penutup

(2) Uraian secara rinci rkpdes tahun 2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.
Pasal 4

RKPDes Tahun 2024 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa Dalam Menyusun

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Pasal 5



Dalam Rangka Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Yosowilangun Tahun 2024, Pemerintah Desa
Menggunakan RKPDes Sebagai Bahan Pembahasan Dengan
BPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan peraturan desa ini dalam Lembaran Desa

Yosowilangun

Ditetapkan Di Desa Yosowilangun
Pada Tanggal 29 September 2023
KEPALA DESA YOSOWILANGUN

ttd

ABDUR ROSYID

Diundangkan Di Desa Yosowilangun
Pada Tanggal 29 September 2023
SEKRETASRIS DESA YOSOWILANGUN

ttd

ISMONO



